
 
PERNYATAAN SIKAP 

HENTIKAN KEKERASAN BERULANG PADA KORBAN DAN  
PEMBUNGKAMAN MEDIA 

 
Pernyataan ini dikeluarkan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) untuk merespon kasus 
kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu perkosaan yang dilakukan oleh 
beberapa orang pegawai Kemenkop UKM terhadap seorang pegawai perempuan 
kementerian tersebut pada akhir tahun 2019. Korban melaporkan kasus tersebut kepada 
pihak kepolisian yang kemudian menahan para pelaku. Namun dalam prosesnya, korban 
dinikahkan dengan salah satu dari pelaku, yang membuat proses hukum dihentikan dan para 
pelaku dibebaskan dari tahanan.  
 
Upaya korban untuk mencari keadilan pada Kemenkop UKM menemui jalan buntu. Korban 
dan keluarga korban yang mencari jalan penyelesaian menjadi sasaran intimidasi para 
pelaku, keluarga pelaku dan pihak-pihak lain di kantor Kemenkop UKM. Pada tahun 2020 
korban dipaksa untuk mengundurkan diri dari Kemenkop UKM. 
 
Hal ini jelas menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan berulang. Setelah menjadi 
korban kekerasan seksual, ia kemudian menjadi korban perkawinan paksa, korban intimidasi, 
dan mengalami kerugian secara ekonomi karena dipaksa berhenti dari pekerjaannya. Korban 
juga diingkari haknya atas keadilan karena tidak adanya sanksi hukum terhadap para pelaku 
saat kasus ini belum mendapatkan perhatian publik. 
 
 Kasus ini dibuka kembali setelah diberitakan oleh Konde.co dan menjadi viral di media sosial. 
Situs Konde.co memuat kasus ini pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan judul berita 
"Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi 
Pelaku". Pemberitaan ini ramai beredar melalui twitter dan media sosial lainnya. Tidak lama 
setelahnya, situs Konde.co mengalami serangan siber sehingga sempat tidak dapat diakses 
pada tanggal 24 Oktober 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya membungkam media 
yang berani memberitakan suara korban dalam kasus kekerasan seksual.   
 
Menyebarluasnya berita tentang kasus ini memunculkan desakan publik kepada Kemenkop 
UKM untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan berpihak pada korban. Setelah 
pertemuan dengan para aktivis perempuan, saat ini Kemenkop UKM akan membentuk tim 
independen yang bertugas mengusut kasus ini dan memberikan rekomendasi penyelesaian 
hukum, serta menyusun pedoman atau aturan penanganan kasus kekerasan seksual di 
Kemenkop UKM.  
 
Cakra Wikara Indonesia (CWI) adalah lembaga riset independen yang berfokus pada kajian 
sosial politik dengan perspektif gender untuk memproduksi pengetahuan demi mendorong 
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Salah satu fokus kerja 
CWI adalah perbaikan kebijakan publik untuk membela kelompok terpinggirkan seperti korban 
kekerasan seksual yang sebagian besar adalah perempuan. CWI juga menjadi bagian dari 
masyarakat sipil yang melakukan advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat 
ini sudah disahkan sebagai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu program kerja 
CWI pada tahun 2021 adalah penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang aman dan responsif terhadap kekerasan seksual.  
 

https://www.konde.co/2022/10/kekerasan-seksual-pegawai-kementerian-korban-diperkosa-dan-dipaksa-menikahi-pelaku.html/
https://www.instagram.com/p/CkGcDdFSeaB/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221026024806-12-865347/kemenkop-bentuk-tim-independen-usut-kasus-kekerasan-seksual-pegawai
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221026024806-12-865347/kemenkop-bentuk-tim-independen-usut-kasus-kekerasan-seksual-pegawai


 
Dalam konteks ini, CWI mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut: 
 
Pertama, kasus ini menunjukkan rentannya terjadi kekerasan seksual di lingkungan kerja. 
Dengan demikian, pembentukan peraturan internal yang mengatur pencegahan dan 
penanganan kekerasan seksual mendesak untuk dilakukan di seluruh kantor kementerian/ 
lembaga negara serta lingkungan kerja lainnya. 
 
Kedua,  kasus ini juga menunjukkan rentannya korban kekerasan seksual mengalami 
kekerasan berulang. Ini semakin menguatkan pentingnya kehadiran UU Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual sebagai payung hukum pembentukan berbagai aturan di tingkat lebih 
rendah, termasuk di tingkat lembaga dan organisasi, yang dapat melindungi dan menjamin 
hak-hak korban atas pemulihan dan keadilan. 
 
Ketiga, mendorong transparansi hasil kinerja dari Tim Independen yang akan dibentuk oleh 
Kementerian Koperasi dan UKM untuk penanganan kasus ini agar informasinya dapat diakses 
oleh masyarakat luas. 
 
Keempat, mendorong penyelesaian kasus ini agar pelaku dapat diproses secara hukum dan 
mendapatkan sanksi yang memenuhi rasa keadilan bagi korban.  
 
Kelima, menyatakan solidaritas dan dukungan bagi kawan-kawan Konde.co. Serangan siber 
yang menimpa situs Konde.co membuktikan masih kuatnya rape culture yang melindungi 
pelaku kekerasan seksual. Hal ini semakin menegaskan pentingnya media massa terus 
meliput dan memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. 
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